
I SALINAN I 

WALIKOTA SIBOLGA 

PROVINS! SUMATERA UTARA 

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 
NO MOR 7 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG 

. 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SIBOLGA, 

a. bahwa dalam rangka penataan pembangunan agar 
sesuai dengan pembangunan yang berwawasan 
lingkungan, guna tercapainya penataan kota yang asri 
dan terjaminnya kesehatan, keselamatan, keamanan, 
serta ketertiban masyarakat telah ditetapkan 
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Bangunan Gedung; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 
Kota Sibolga sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan 
pembangunan di Kota Sibolga, maka perlu ditinjau 
kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk 
Peraturan. Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Bangunan Gedung; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 59, .Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peratuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia · 
Nomor 2013);  

3. Undang-Undang... 
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Negara Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5168); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 1  ten tang 
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188 ) ;  

10 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor Nomor 5234); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011  Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5252); 

12 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan 
Undang-Undang' Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

13. Peraturan . . .  



13.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang 
Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
U saha dan Peran Masyarakat J asa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3955); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5146) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3957); 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA 

dan 

WALIKOTA SIBOLGA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 16 
TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kata Sibolga Nomor 16 Tahun 
2012 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 
2012 Nomor 16) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ...  



1 .  Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai 
berik.ut: 

Pasal 13 
Ketinggian Bangunan 

Ketinggian bangunan ditentukan dengan mempertimbangkan lebar jalan, 
fungsi bangunan, keselamatan bangunan, serta keserasian dengan 
lingk.ungannya. 

2. Ketentuan ayat (1 ) ,  ayat (2), dan ayat (3) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 
72 berbunyi sebagai berik.ut: 

Pasal 72 

( 1) Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran dalam 
Peraturan Daerah ini ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
pengangkatannya ditetapakan berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan yang berlak.u. 

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  berwenang: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilak.ukan sehubungan dengan tindak pidana; 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana; 

g. menyuruh bethenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan 
dengan tindak pidana; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi. 

(3) Penyidik... 



(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Palisi Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
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dto 

" 

M. SYARFI HUTAURUK 

Ditetapkan di Sibolga 
pada tanggal 22 April 2015 

WALIKOTA SIBOLGA, 

dto 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan: 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga. 

ZUFRIANTO ALUNG SH 

Pembina Tk. V /b) 

NIP. 19611109 199: 13 1 005 

MOCHAMAD SUGENG 

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 7 

Salinan sesuai dengan as nya 

KEPALA BAGAN HU 

Diundangkan di Sibolga 
pada tanggal 29 April 2015  

SEKRETARIS DAERAH, 

------� 


